Menimbang

Mengingat

SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

a. bahwa memperoleh informasi merupakan hak dasar bagi
manusia agar tercapai aktualisasi diri dan
pengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan
bagian penting bagi ketahanan nasional;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus
dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan
bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik;

c. bahwa perlu adanya pengaturan untuk menjamin
kepastian hukum sehingga dapat terwujud keterbukaan
informasi publik yang mendukung pemerintahan yang
baik, transparan dan demokratis;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19045;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonecia Nomor 5587) eebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:

L

2
3.
4

Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. |

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daecrah.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan non komunikasi secara elektronik

ataupun elektronik.



10.

11.

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data
Interchange (EDI), surat elektronik (electronic  mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan
suara untuk bahan Informasi Publik.

Badan Publik adalah lembaga ecksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non
Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar ncgeri.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan

Informasi.



12.

13.

14.

15.

16,

17.

18.

19.

20.

Sistem' Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas
untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan
Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang
selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung
jawab di bidang  pengumpulan, penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, distribusi, dan/atau
pelayanan Informasi di lingkungan pemerintahan Daerah.
Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan
langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa éebag;ai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah  tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari pemcrintah dan Pemerintah
Daerah.

Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
badan hukum, atan Badan Publik sebagaimana dimaksud

dalam peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik.



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP
adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis
tentang seluruh Informasi dan Dokumentasi publik yang
berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah/badan
usaha milik Daerah/satuan pendidikan tidak termasuk
Informasi yang dikecualikan.

Informasi Publik Desa adalah Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. -

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik
dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan
Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan

Tim Pertimbangan adalah tim yang bertugas melaksanakan
pengujian atas konsekuensi dibukanya Informasi Publik.
Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan
Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk
dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang saling
berinteraksi.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi
penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan
kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan, untuk menciptakan keadaan dan
lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat

sepenuhnya hidup bermasyarakat.



29. Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang yang
mengalami  keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh  dan  efektif dengan warga Negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh
Pemerintah Daerah.

31. Komisi Informasi Kabupaten Karanganyar yang
selanjutnya disebut Komisi Informasi Kabupaten adalah
lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis
standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi non litigasi.

32. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
a. pedoman pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di
Daerah; dan

b. pedoman  pelaksanaan  pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
a. menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan

pengambilan suatu keputusan publik;



mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
baik, yaitu keterbukaan, efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungjawabkan,;

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan
Informasi yang berkualitas;

memberikan pedoman bagi unit atau Lembaga yang
ditugaskan melaksanakan, menyajikan dan
menyebarluaskan Informasi dan dokumen publik serta
Badan Publik lainnya di lingkup Pemerintahan dalam hal
pelaksanaan, penyajian dan penyebarluasan Informasi yang

akurat, terkini dan bertanggung jawab;

. mewujudkan tata kelola Informasi dan Dokumentasi publik

yang baik; dan

memberikan kepastian ketersediaan Informasi dan dokumen
yang cepat, tepat dan terbaru, scrta terpercaya dan dapat
diakses secara luas, untuk mempermudah proses
pengambilan keputusan, kebijakan, perencanaan,
pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

program pembangunan pada umumnya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, adalah:

a,

a0 T

om0

p—t e

hak dan kewajiban;

pelaksana layanan Informasi;

klasifikasi Informasi;

standar layanan;

Komisi Informasi Kabupaten;

Sengketa Informasi;

penyelenggaraan keterbuikaan Informasi Publik di desa;

. laporan dan evaluasi; dan

ketentuan pidana.



BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 5

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
untuk memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
permintaan Informasi Publik dengan disertai alasan
permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoieh Informasi
Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 6
(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. |
(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber
Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 7

(1) Badan Publik berhak:

a.

menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik
lainnya dengan mekanisme bantuan kedinasan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

(2) Bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik

Pasal 8

Badan Publik wajib:

a.

menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi
Publik dengan cepal dan tepat wakru, biaya ringan dan
cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan
tidak menyesatkan;

membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan  pelayanan
Informasi Publik;

membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak Setiap Orang atas
Informasi Publik; dan

. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas

Informasi Publik yang dikecualikan.



(2)

(4)

(5)

(6)

Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. menetapkan standar layanan;

b. menunjuk dan menetapkan PPID;

c. menetapkan dan memutakhirkan DIP;

d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik dengan Sistem Elektronik dan non elektronik;

e. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi
Publik;

f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan  pelayanan
Informasi Publik;

g. membuat dan mengumurmkan laporan layanan Informasi
Publik;

-h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik

kepada Komisi Informasi; dan
i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.
Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan perlindungan
data pribadi.
Perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas.
Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
PELAKSANA LAYANAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Badan Publik

Pasal O
(1) Badan Publik terdiri atas Badan Publik Negara dan selain
Badan Publik Negara.
(2) Badan Publik Negara pada Pemerintahan Daerah terdiri dari:
a. Pemerintah Dacrah;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. BUMD; dan
lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja Daerah.
(3) Badan Publik sclain Badan Publik Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. organisasi non pemerintah sepanjang scbagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar
negeri; dan

b. partai politik,

Ragian Kedua
Kelembagaan

Pasal 10
(1) Kelembagaan pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri
atas:
a. Atasan PPID;
b. PPID;
c. PPID Pelaksana;



d. Tim Pertimbangan; dan/atau
e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

(2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1)
dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan
Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan
Publik.

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan
Informasi dan Dokumentasi dan/atau kehumasan.

(4) PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-masing unit
kerja/satuan kerja/unit organisasi/Perangkat
Daerah/sebutan lainnya.

(5) Tim Pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID dengan
mempertimbangkan kompetensi -di bidang hukum,
komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik.

(6) Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID
dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang

pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 11

(1) Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan
mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang
meliputi  proses  penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan
keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili
Badan Publik dalam hal terjadi sengketa Informasi.

(2) PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi
Publik yang meliputi proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik di Badan Publik.

(3) PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan
layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit

organisasi/Perangkat Daerah/sebutan lainnya.



(4) Tim  Pertimbangan  bertanggung jawab  membantu
merumuskan pertimbangan tertulis, DIP dan Informasi yang
dikecualikan.

(5) Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab
menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi

Publik.

BAB IV
KLASIFIKASI INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12
(1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
dan/atau
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan
Publik terdiri atas:
a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat:
c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan; dan/atau
f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan

ketentuan undang-undang.



Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Secara Berkala

Pasal 13

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala

Informasi Publik.

(2) Informasi Publik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit terdiri atas:

a.
b.

@

Informasi tentang profil Badan Publik;

ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan
yvang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan
Publik;

ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
ringkasan laporan akses Informasi Publik;

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau
kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi
publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;

Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
Informasi tentang pengadaan barang dan jasa,

Informasi tentang ketenagakerjaan; dan

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

Pasal 14

(1) Informasi tentang profii Badan Publik secbagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling sedikit

terdiri atas:

a.

Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat
lengkap, ruang lingkup kecgiatan, maksud dan tujuan,
tugas dan fungsi Badan Publik serta kantor unit-unit di

bawahnya,



b.

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan
Publik;

struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja,
profil singkat pejabat struktural; dan

laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah
diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk

diuvmumkan.

(2) Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana

dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

a.
b.

nama program dan kegiatan;
penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta
nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungji;

target dan/atau capaian program dan kegiatan;

. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan,;

anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber
dan jumlah;

agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung
dengan hak-hak masyarakat;

Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau
pejabat Badan Publik Negara; dan

Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada
Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan

pendidikan untuk umum.

(3) Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang

realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan
beserta capaiannya.

(4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

a.

b.

C.

rencana dan laporan realisasi anggaran;

neraca;

laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku; dan



d. daftar aset dan investasi.

(5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik scbagaiméma
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e paling sedikit
terdiri atas: |
a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima,;

b. waktu vyang diperlukan dalam memenuhi setiap
Permintaan Informasi Publik;

c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan
baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi
Publik yang ditolak; dan

d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

(6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau
kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:

a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan
perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang sedang dalam proses pembuatan; dan

b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan,
dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

(7) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g
paling sedikit terdiri atas:

a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan

b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian
Sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang
bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

(8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pascal 13 ayat (2) huruf h terdiri atas:

a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan

b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran olch pihak yang mendapatkan izin atau
perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.



9)

(10)

Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i paling
sedikit terdiri atas tahap perencanaan, tahap pemilihan dan
tahap pelaksanaan.

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k
paling sedikit terdiri dari:

a. pengamatan gejala bencana;

o

analisis hasil pengamatan gejala bencana,

c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. peringatan bencana,

e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;

f. lokasi evakuasi; dan

g. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Informasi pengadaan

barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala oleh BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki

oleh Daerah paling sedikit terdiri atas:

ab

nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis
kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan,
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan

anggota dewan komisaris perseroan;

. laporan tahunan, laporan keuangan, ncraca laporan laba

rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang
telah diaudit;

hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat

kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;



sistem dan  alokasi dana remunerasi  anggota
komisaris/dewan pengawas dan direksi;

mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan
pengawas;

kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka

sebagai Informasi Publik;

. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
perubahan tahun fiskal perusahaan;

kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban

pelayanan umum atau subsidi;

m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau

. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang

berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/BUMD.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala oleh partai politik di Daerah paling sedikit terdiri atas:

a.
b.
C.

asas dan tujuan;

program umum dan kegiatan partai politik;

nama, alamat dan susunan kepengurusan dan
perubahannya;

pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;

mekanisme pengambilan kcputusan partai;

keputusan partai yang berasal dari hasil
muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya
yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
partai terbuka untuk umum; dan/atau

Informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang

berkaitan dengan partai politik.



Pasal 17
Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan paling singkat 6

(enam) bulan sckali.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 18

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum.

(2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. Informasi bencana alam;

b. Informasi keadaan bencana non alam;

c. Informasi bencana sosial;

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan Daerah yang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular:

¢. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang
dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas
publik.,

Pasal 19
(1) Badan Publik vang berwenang memberilean izin dan/atau
melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang
kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar

pengumuman Informasi serta merta.



(2) Standar pengumuman Informasi serta merta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat
ditimbulkan;
pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan

darurat;

cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang
ditimbulkan;

cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
pihak-pihak yang wajib mengumumkan Informasi yang
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum;

tata cara pengumuman Informasi apabila keadaan

darurat terjadi; dan

. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau

pihak-pihak yang berwenang dalam mencegah bahaya

dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Bagian Keempat

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 20

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap

saat yang meliputi:

a.
b.

DIP ;

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau
kebijakan Badan Publik;

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian,

dan keuangan;

surat-surat perjanjian dengan pihak Kketiga berikut
dokumen pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik
dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan

wewenangnya;



persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan
laporan penaatan izin yang diberikan;

data perbendaharaan atau inventaris;

. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

agenda kerja pimpinan satuan kerja;

Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan
penindakannya,

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
dilaporkan oleh masyarakat serta laporan

penindakannya,;

m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan,;

r.

Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan
beserta kajian akademiknya;

Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

Informasi yang wajib disediakan dan diumumi(an secara
berkala;

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa; dan

Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit terdiri atas:

a.
b.

nomor;

ringkasan isi Informasi:

. pcjabat atau unit/satuan kerja yang menguasai

Informasi;

penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;

waktu dan tempat pembuatan Informasi:



(4)

f.

bentuk Informasi yang tersedia; dan

g- jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan

Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling sedikit terdiri atas:

a.

b.

c,

dokumen pendukung;

masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan,
keputusan atau kebijakan yang dibentuk;

risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,
keputusan atau kebijakan yang dibentuk;

rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang

dibentuk;

. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan

yang dibentuk; dan
peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah
diterbitkan.

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian,

dan kecuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

paling sedikit terdiri atas:

a.

pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil
dan keuangan;

profil lengkap pimpinan dan pegawai;

anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran
secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan
keuangannya; dan

data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

Bagian Kelima

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 21

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan

terbatas.



(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi
Publik; atau
b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi
Publik.
(38) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai
Informasi yang dikecualikan, PPID Wajib. mélakukan
pengujian konsekuensi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 22

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) berupa: ‘

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses
penegakan hukum, yaitu Informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu
tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,
dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana,

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan
penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan Kkeselamatan dan kehidupan penegak
hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau
prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan

perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;



¢. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan

dan keamanan Negara, yaitu:

1.

6.
7.

Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi

dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi,

teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistemn pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi;

jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan
dan keamanan Negara serta rencana pengembangannya;
gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan

dan/atau instalasi militer;

. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan Negara

lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi
Negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data
terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang
disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau
sangat rahasia;

sistem persandian Negara; dan/atau

sistem intelijen Negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan

alam Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan

ekonomi nasional:

1.

rencana awal pembelian dan penjualan mata uang

nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara;



7.

. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan

model operasi institusi keuangan;

. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman

pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan
Negara/Daerah lainnya;

rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau
properti;

rencana awal investasi asing;

. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau

lembaga keuangan lainnya; dan/atau

hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan

hubungan luar negeri:

1.

posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil
oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi
internasional;

korespondensi diplomatik antar Negara,

3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan

dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis

Indonesia di luar negeri.

. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan

isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir

ataupun wasiat seseorang;

. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia

pribadi, yaitu:

1.
20

riwayat dan kondisi anggota keluarga;
riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan
fisik, dan psikis seseorang;

. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank

seseorang;



4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;

dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang

berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan

satuan pendidikan non formal.

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra

Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali

atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

Undang-Undang.

Pasal 23

(1) Tidak termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan

adalah Informasi berikut:

a.
b.

@ =0 o o

putusan badan peradilan;

ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun
bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat
maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta
pertimbangan lembaga penegak hukum;

surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum:
laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
Informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) huruf q.

(2) Tidak termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dan huruf h, antara lain

apabila :

a.

b.

pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persctujuan tertulis; dan/atau

pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam

jabatan-jabatan publik.



BABV
STANDAR LAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan
cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan
Informasi Publik.

(2) Dalam memenuhi hak Setiap Orang untuk memperoleh
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan
yang terdiri atas:

a. standar Pengumuman;
b. standar Permintaan Informasi Publik;
¢. standar Pengajuan Keberatan;
standar Penetapan dan Pemutakhiran DIP;

standar Pendokumentasian Informasi Publik;

- o Ao

standar Maklumat Pelayanan; dan
g. standar Pengujian Konsekuensi;
(3) Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

diumumkan dan disebarluaskan.

Bagian Kedua

Standar Pengumuman

Pasal 25
(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib:
a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

b. mudah dipahami; dan



c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan
penduduk setempat.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disebarluaskan melalui laman resmi (Website) PPID dan/atau
Badan Publik serta dapat melalui:

a. papan pengumuman;

b. media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
c. Portal Satu Data Daerah; dan/atau

d. Aplikasi berbasis Teknologi Informasi;

(4) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(5) Pengumuman dan penycbarluasan  Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi

dengan audio, visual, audio visual dan/atau braille.

Bagian Ketiga

Standar Permintaan Informasi

Pasal 26

(1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan
Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui
PPID.

(2) Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada
saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan
Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangsn.

(3) Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan.

(4) Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit
melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang
telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia.



(9) Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa
dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan
kependudukan pemberi kuasa.

(6) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di
hadapan hukum.

(7) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan
Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan
dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(8) Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana
Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(9) Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Isublik bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,

Pasal 27

(1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media
elektronik dan/atau non elektronik.

(2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik;
atau

b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email)
dan non elektronik.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak
diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Publik yang bersangkutan wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.



(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan

Informasi Publik diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID
memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk
melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di
tempat yang memadai.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam
bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen non digital
(hardcopy).

(3) Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan Informasi
Publik wajib:

a. mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik; dan
b. membayar atau mengganti biaya salinan Informasi Publik
jika dibutuhkan.

Pasal 29 _

(1) PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai
dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik,
dalam hal PPID belum:

a. menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik
yang diminta; dan/atau
b. dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu
pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 30
(1) Badan Publik menetapkan standar biaya Informasi dalam

Permintaan Informasi Publik.



(2) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada:
a. prinsip untuk meringankan Pemohon Informasi Publik.;
b. pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di

wilayah setempat;

c¢. masukan dari masyarakat; dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan standar biaya Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a, biaya penyalinan Informasi Publik; dan/atau
b. biaya pengiriman Informasi Publik.

(4) Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Standar Pengajuan Keberatan

Pasal 31
(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan
dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi
Publik;
b. tidak disediakannya Informasi berkala;
c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
d. Permintaan  Informasi  Publik  ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;
e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang
diatur dalam Peraturan ini.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan kepada Atasan PPID.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan

hukum.



(4) Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan
keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan
dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengelolaan ajuan
keberatan oleh pemohon Informasi diatur dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Kelima

Standar Penetapan dan Pemutakhiran DIP

Pasal 32

(1) PPID Pelaksana dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan
Informasi menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit
kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik.

(2) PPID Pelaksana menyusun usulan DIP berdasarkan Informasi
Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja dan/atau
satuan kerja di Badan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) PPID Pelaksana menyampaikan usulan DIP Sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada PPID.

(4) PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan DIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) PPID menetapkan DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dalam bentuk Keputusan.

(6) Penetapan DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
berdasarkan persetujuan Atasan PPID.

(7) DIP dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Keenam

Standar Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 33
(1) Seluruh  Informasi Publik yang termuat dalam DIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disimpan dan

didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy)



dan dokumen non digital (hardcopy) serta memenuhi kaidah

Interoperabilitas Data.

(2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen non digital
(hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk Informasi Elcktronik. '

(3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), data yang termuat dalam Informasi
Publik paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. Konsisten dalam sintaks/bentuk, struktur/skema/
komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi
keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem
Elektronik.

(4) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) PPID mengoordinasikan penyimpanan  dan
pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan

kerja di Badan Publik yang menguasai Informasi Publik.

Bagian Ketujuh
Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal 34
Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat
pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan

penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan

ketentuan standar pelayanan yang baik.

Bagian Kedelapan

Standar Pengujian Konsekuensi

Pasal 35

(1) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (3) dapat dilakukan:

a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;



b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas
perintah Majelis Komisioner.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengujian konsekuensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Bupati.

BAB VI
KOMISI INFORMASI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Fungsi dan Kedudukan

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Informasi
Kabupaten.

(2) Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang berfungsi
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi non litigasi, berkedudukan di Daerah.

(3) Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk apabila dibutuhkan berdasarkan

pertimbangan Pemerintah Daerah,

Bagian Kedua

Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 37
(1) Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten dilaksanakan
oleh sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Anggaran  Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan dana lainnya yang sah sesuai dengaﬁ peraturan

perundang-undangan.



Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 38

(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi
Kabupaten meliputi :

a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu
penduduk;

b. memiliki integritas dan tidak tercela;
tidak pernah dipidana karena melakukan pidana yang
diancam dengan pidana S (lima) tahun atau lebih yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan;

d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang
Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia
dan kebijakan publik;

e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik
Daerah dan Badan Publik Lainnya;

f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam
Badan Publik Dacrah dan Badan Publik Lainnya apabila
diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Kabupaten;

g. bersedia bekerja penuh waktu;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan

i. sehatjiwa dan raga.

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten
dilaksanakan secara terbuka, jujur dan obijektif,

(3) Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten hasil rekrutmen
sebagaimana dimaksud dalam Komisi Informasi Kabupaten
ayat (1) diajukan kepada DPRD oleh Bupati sejumlah paling
sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima
belas) orang calon.

(4) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kabupaten melalui

wji kepatutan dan kelayakan.



(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang telah dipilih oleh
DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

(6) Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa
jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
satu periode berikutnya.

Pasal 39

(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kabupaten
dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi
Kabupaten dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.

(2) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berhenti atau
diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;

b. telah habis masa jabatannya;

¢. mengundurkan diri;

d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana
paling singkat 5 (lima) tahun penjara;

e. sakit raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang
bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu)
tahun berturut-turut;

f. sakit jiwa; atau

g. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode
etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi
Kabupaten.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Kabupaten
dilakukan oleh Bupati setclah berkonsultasi dengan
pimpinan DPRD.

(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar waktu
diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji
kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai
dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten

pada periode dimaksud.



BAB VII
SENGKETA INFORMASI

Pasal 40

(1) Upaya penyelesaian Scngkcta Informasi Publik diajukan
kepada Komisi  Informasi Kabupaten sesuai dengan
kewcnangannya apabila tanggapan atasan Pejabat atau
pimpinan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan
Pemohon Informasi Publik,

(2) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten belum terbentuk,
upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan
kepada Komisi Informasi Provinsi.

(3) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
diterimanya tanggapan tertulis dari atasan atau pimpinan
pejabat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 41
(1) Pemerintah Desa wajib menetapkan Peratufan Desa
mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan mengelola
Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.
(2) PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan Informasi
Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik Desa.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Informasi
Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penunjukan PPID Desa

Pasal 42

(1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan Informasi Publik Desa
perlu ditetapkan PPID Desa.

(2) Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa.

(3) Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris
Desa sebagai PPID Desa.

(4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan
menetapkan Perangkat Desa lain.

(5) Penunjukan PPID Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

(6) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan PPID Desa.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan PPID Desa diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Laporan

Pasal 43
(1) Badan Publik Pemerintah Daerah, BUMD, Pemerintah Desa
dan Badan Lain harus menyampaikan Laporan Layanan
Informasi dan Dokumentasi (LLID) Publik kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun pelaksanaan berakhir.
(2) Badan Publik organisasi non pemerintah menyampaikan

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) kepada

Komisi Informasi Kabupaten.



(3) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Komisi Informasi Kabupaten.

(4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten belum terbentuk,
maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian

laporan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 44

(1) Komisi Informasi Kabupaten wajib melakukan evaluasi
pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada
Pubilik.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8,
Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal
25, Pasal 26, Pasal 34 dan Pasal 41 Peraturan Daerah ini

dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
yang berkaitan dengan pelayanan Informasi Publik yarig telah

ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.



Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 September 2022
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
JAWA TENGAH: (10-182/2022)

[E]w[=
[=]

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

o .cha,laﬁagign Hukum

TR "‘1: ’./

'METTY.FERRISKA R., S.H.,M.H.
NIP. 19760417 199903 2 007



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UMUM |

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas
Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk
masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Peraturan Daerah ini
meliputi lembaga eksekutif, legislatif, serta penyelenggara Negara lainnya
yvang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Bellanja Negara (APBN) dan
mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat,
perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan
dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui
mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta
pemerintahan yang baik dan terakomodirnya peran serta masyarakat dalam
mengawasi pemerintahan sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan
demokrasi yang hakiki.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan
pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kabupaten

Karanganyar.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud “bantuan kedinasan” adalah kerjasama antar
Badan Publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Humf C
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
Daerah” adalah termasuk yang mengelola keuangan Negara
meliputi:

a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas
layanan umum pemerintahan Negara dan membayar
tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan Negara;

d. pengeluaran Negara;



Ayat (3)

. penerimaan Daerah;

pengeluaran Daerah;
kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan
Daerah; |
kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan tugas pecmerintahan
dan/atau kepentingan umum;

pihak yang

menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

kekayaan lain diperoleh  dengan

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas,
Pasal 12

Cukup jelas. -

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf 4

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan:

a. “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam

mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai

perusahaan;

b. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan' sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

c. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

d. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip
korporasi yang sehat; dan

e. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder)
yang timbul Dberdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.
Hurufj

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat 1
Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada saat
itu juga.
Ayat 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana
yang diakibatk;:m oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bencana non alam” adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah
- penyakit.
Hurufc
Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau scrangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat, dan teror.
Huruf 4
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf
Cukup Jelas.
Pasal 19
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang berpotensi
terkena dampak”, antara lain adalah baik masyarakat
umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin
atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
_ Cukup jelas.
Huruf g _
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung”, antara
lain seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan
yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Culkup jelas.
Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1

Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan

penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan

Negara” adalah Informasi tentang:

a. infrastrulktur pertahanan pada kerawanan: sistem
komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung
strategis pertahanan, pusat pemandu, dan
pengendali operasi militer;

b. gelar operasi militer pada perencanaan operasi
militer, komando dan kendali operasi militer,
kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi
taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer,
tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-
tittk kerawanan gelar militer, dan kemampuan,
kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan
moral musuh; dan

c. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis
operasional alat persenjataan militer, kinerja dan
kapabilitas teknis operasional alat persenjataan
militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta
rancang bangun dan purwarupa persenjataan
militer.

Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.



Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “sistern persandian Negara”
adalah segala sesuatu yang Dberkaitan dengan
pengamanan Informasi rahasia Negara yang meliputi
data dan Informasi tentang material sandi dan jaring
yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian,
aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan
pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi
data dan Informasi material sandi yang digunakan,
aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi
bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang

melaksanakan.

Angka 7

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem intelijen Negara” adalah
suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen
yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar
lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien,
sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai
bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang
yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat,
cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan

menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional.

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.



Huruf i

Yang dimaksud dengan “memorandum yang dirahasiakan”
adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik
atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak
disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang
melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan
apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses
penyusunan kebijakan, yakni dapat:

a. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam
pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan
sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;

b. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya
pengungkapan sccara prematur;

¢. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi
yang akan atau sedang dilakukan.

Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Standar Layanan” adalah serangkaian
petunjuk  tertulis yang dibakukan mengené.i proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “Portal Satu Data Daerah” adalah

penyedia layanan Informasi khusus yang ditujukan untuk

mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data.

Huruf d
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan
elektronik atau email.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas,
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

“media

clektronik”

adalah

surat



Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Culkup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf

Huruf

Huruf

Huruf

Cukup jelas.

c

Cukup jelas.

d

Cukup jelas.

e

Yang dimaksud dengan “sakit raga” adalah berasa tidak
nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita
sesuatu

f

Yang dimaksud dengan “sakit jiwa” adalah gangguan
mental yang berdampak pada suasana hati, pola pikir,
tingkah laku secara umum yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari dokter.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” adalah
mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau
mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi
Informasi.
Ayat (3)
Cukup jelas,
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pergantian antar waktu anggota Komisi

Informasi” adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru



untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah

berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir

Ayat (5)

Pasal 40

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 42

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Laporan Layanan Informasi dan
Dokumentasi (LLID)” adalah laporan yang berisi gambaran
umum kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi,
pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan
rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Yang dimaksud dengan “Sekretaris Daerah” adalah Pimpinan
dari Perangkat Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah

Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
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